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ABSTRAK 

SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA 

TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA 

Penulis : 

TOMMY FIRMANDA 

NIM : 201710110311104 

Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan penggunaan tanda tangan 

elektronik masih jelas terlihat pada masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap 

pengunaan tanda tangan elektronik masih lazim digunakan. Salah satu upaya guna 

membantu masyarakat dalam pemanfaatan tanda tangan elektronik. Untuk 

melindungi masyarakat saat melakukan transaksi elektronik ataupun khususnya 

membuat Tanda Tangan Digital, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Diikuti dengan aturan turunan meliputi Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). 

Pengguna Tanda Tangan Digital yang sudah tersertifikasi dapat dilindungi 

dan memperoleh jaminan privasi dan/atau perlindungan dalam hal data pribadi. 

Para pihak selanjutnya dalam berkegiatan transaksi elektronik haruslah 

memperhatikan itikad baik, memiliki prinsip kehati-hatian, transparan, 

akuntabilitas dan kewajaran. Upaya terakhir yang dapat ditempuh jika terjadi 

sengketa adalah melalui gugatan di pengadilan dan melalui mekanisme alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya. 

Kata kunci : Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik, Legalitas 
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ABSTRACT 

 
ELECTRONIC SIGNATURE LEGALITY SYSTEM IN THE ERA OF DIGITAL 

TECHNOLOGY IN INDONESIA 

Writer : 

TOMMY FIRMANDA 

NIM: 201710110311104 

Faculty of Law 

Muhammadiyah University of Malang 

The lack of understanding regarding the use of electronic signatures is still 

clearly visible among the public. Some people think that the use of electronic 

signatures is still commonly used. One effort to help the public in using electronic 

signatures. To protect the public when carrying out electronic transactions or 

especially creating digital signatures, the government has issued various 

regulations such as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law 

Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). 

Followed by derivative regulations including Government Regulation Number 80 

of 2019 concerning Trading via Electronic Systems (PP PMSE) and Government 

Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems 

and Transactions (PP PSTE). 

Certified Digital Signature users can be protected and obtain guaranteed 

privacy and/or protection regarding personal data. Furthermore, the parties in 

carrying out electronic transaction activities must pay attention to good faith, have 

the principles of prudence, transparency, accountability and fairness. The last 

resort that can be taken if a dispute occurs is through a lawsuit in court and through 

other alternative dispute resolution mechanisms. 

Keywords: Signature, Electronic Signature, Legality 
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